PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.46; OV@ /KUM/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

Menimbang:

Mengingat:

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu
menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
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Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Sekretaris Daearah tentang Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 924ANUVABL 708

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru (sebagai laporan).

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan di tempat.



DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.46/ Ol /KUM/2023

TENTANG
PROGRAM

TAHUN 2023

PEMBENTUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN KEPALA
KALIMANTAN SELATAN

DAERAH

STATUS PELAK- TARGET
NO. JENIS TENTANG BARU |UBAH SANAAN SKPD PENGUSUL PENYELESAIAN KETERANGAN
1. Peraturan Rencana Aksi Daerah \Y% Perintah Dinas Ketahanan 2023
Kepala Daerah | Pangan dan Gizi Tahun perundang- | Pangan
2022-2024 Provinsi undangan
Kalimantan Selatan yang lebih
tinggi
2. Peraturan Grand Design \Y Perintah Dinas Kependudukan, 2023
Kepala Daerah | Pembangunan perundang- | Pencatatan Sipil dan
Kependudukan Tahun undangan Keluarga Berencana
2020-2035 yang lebih
tinggi
3" Peraturan Tata Cara Penetapan Vv Perintah Dinas Energi dan 2023
Kepala Daerah | Harga Patokan Mineral perundang- | Sumber Daya Mineral
Bukan Logan dan undangan
Batuan Provinsi yang lebih
tinggi




-2 -

Peraturan Standar Kompetensi Perintah Biro Organisasi, 2023
Kepala Daerah | Jabatan Pimpinan Tinggi perundang- | Sekretariat Daerah
di Lingkungan undangan Prov. Kalsel
Pemerintah Provinsi yang lebih
Kalimantan Selatan tinggi
Peraturan Kode Klasifikasi Arsip di Perintah Biro Organisasi, 2023
Kepala Daerah | Lingkungan Pemerintah perundang- | Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan undangan Prov. Kalsel
Selatan yang lebih
tinggi
Peraturan Pemanfaatan Hak Kewenangan | Dinas Komunikasi 2023
Kepala Daerah | Tayang Informasi dan dan Informatika
Layanan Iklan Pada
Videotron Milik
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan
Peraturan Petunjuk Teknis Kewenangan | Dinas Sosial 2023
Kepala Daerah | Penggunaan Bantuan
Sosial Tanggap Darurat
Kebencanaan , Keluarga
Penerima Manfaat
Kebutuhan Dasar
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial,
Pengerahan Anggota
Tagana, Pelopor
Perdamaian, Relawan
Sosial Dan Serta
Kegiatan Sosial
Kemasyarakatan Di
Provinsi Kalimantan
Selatan
Peraturan Tata Cara Penggunaan Perintah Badan Keuangan 2023
Kepala Daerah | Barang Milik Daerah perundang- | Daerah
undangan
yang lebih

tinggi
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9. Peraturan Tata Cara Pengelolaan Perintah Badan Keuangan 2023
Kepala Daerah | Rumah Negara perundang- | Daerah
undangan
yang lebih
tinggi
10. | Peraturan Perubahan atas Perintah Badan Keuangan 2023
Kepala Daerah | Peraturan Gubernur perundang- Daerah
Kalimantan Selatan undangan
Nomor 7 Tahun 2021 yang lebih
tentang Tata Cara tinggi
Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
11. | Peraturan Pola Tata Kelola Badan Perintah Biro Perekonomian, 2023
Kepala Daerah | Layanan Umum Daerah perundang- | Sekretariat Daerah
Sekolah Menengah undangan Prov. Kalsel
Kejuruan Negeri Pada yang lebih
Dinas Pendidikan dan tinggi
Kebudayaan di Provinsi
Kalimantan Selatan
12. | Peraturan Tarif Layanan Pada Kewenangan | Biro Perekonomian, 2023
Kepala Daerah | Badan Layanan Umum Sekretariat Daerah
Daerah Sekolah Prov. Kalsel
Menengah Kejuruan
Negeri di Provinsi
Kalimantan Selatan
13. | Peraturan Peruntukan dan Perintah Dinas Lingkungan 2023
Kepala Daerah | Bakumutu Air Sungai perundang- | Hidup
undangan
yang lebih

tinggi
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14. | Peraturan Pedoman Pelaksanaan Perintah Dinas Kehutanan 2023
Kepala Daerah | Gerakan Revolusi Hijau perundang-
Di Provinsi Kalimantan undangan
Selatan yang lebih
tinggi
15. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Perintah Dinas Kehutanan 2023
Kepala Daerah | Daerah Nomor 2 Tahun perundang-
2019 Tentang undangan
Pengelolaan Daerah yang lebih
Aliran Sungai tinggi
16. | Peraturan Perencanaan, Kewenangan | Dinas Kehutanan 2023
Kepala Daerah | Pemanfaatan,
Penggunaan, Dan
Peredaran Hasil Hutan
Di Provinsi Kalimantan
Selatan
17. | Peraturan Pelaksanaan Fasilitasi Kewenangan | Dinas Kehutanan 2023
Kepala Daerah | Pemberdayaan
Masyarakat
Didalam Dan Sekitar
Kawasan Hutan
18. | Peraturan Konservasi Sumberdaya Kewenangan | Dinas Kehutanan 2023
Kepala Daerah | Alam Hayati Dan
Ekosistem
18. | Peraturan Penyuluhan Kehutanan Kewenangan | Dinas Kehutanan 2023
Kepala Daerah | Provinsi Kalimantan
Selatan
19. | Peraturan Pedoman Perlindungan Perintah Dinas Kehutanan 2023
Kepala Daerah | Hutan perundang-
undangan
yang lebih

tinggi
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20.

Peraturan
Kepala Daerah

Pencegahan Dan
Penanggulangan
Kebakaran Lahan Dan
Atau Hutan

Kewenangan

Dinas Kehutanan

2023

21.

Peraturan
Kepala Daerah

Pelaksanaan Fasilitasi
Perhutanan Sosial

Kewenangan

Dinas Kehutanan

2023

22.

Peraturan
Kepala Daerah

Perubahan atas
Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan
Nomor 03 Tahun 2021
tentang Pengelolaan
Sumber Daya Manusia
Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai
Pengelolaan Air Minum
Banjarbakula pada
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan
Selatan

Kewenangan

Biro Perekonomian,
Sekretariat Daerah
Prov. Kalsel

2023

23.

Peraturan
Kepala Daerah

Perubahan atas
Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan
Nomor 0106 Tahun 2020
tentang Tata Kelola
Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai
Pengelolaan Air Minum
Banjarbakula pada
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan
Selatan

Kewenangan

Biro Perekonomian,
Sekretariat Daerah
Prov. Kalsel

2023
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24,

Peraturan
Kepala Daerah

Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis
Daerah Balai
Pengelolaan Air Minum
Banjarbakula pada
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan
Selatan

Kewenangan

Biro Perekonomian,
Sekretariat Daerah
Prov. Kalsel

2023

25.

Peraturan
Kepala Daerah

Sistem Informasi
Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan
Selatan

Kewenangan

Badan Kepegawaian
Daerah

2023

26.

Peraturan
Kepala Daerah

Perubahan atas
Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan
Nomor 048 Tahun 2022
tentang Standar Harga
Satuan di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Perintah
perundang-
undangan
yang lebih
tinggi

Badan Keuangan
Daerah

2023

27.

Peraturan
Kepala Daerah

Standar Barang dan
Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan
Selatan

Perintah
perundang-
undangan
yang lebih
tinggi

Badan Keuangan
Daerah

2023
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28.

Peraturan
Kepala Daerah

Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah Untuk Tahun
2023

Perintah
perundang-
undangan
yang lebih
tinggi

Badan Keuangan
Daerah

2023

29.

Peraturan
Kepala Daerah

Pemanfaatan Hak
Tayang Informasi dan
Layanan Iklan pada
Videotron Milik
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan

Kewenangan

Dinas Komunikasi
dan Informatika

2023

30.

Peraturan
Kepala Daerah

Perubahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan
Nomor 070 Tahun 2017
tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal
Radio Abdi Persada

Kewenangan

Dinas Komunikasi
dan Informatika

2023

31

Peraturan
Kepala Daerah

Perubahan atas
Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan
Nomor 078 Tahun 2021
tentang Satu Data
Banua

Kewenangan

Dinas Komunikasi
dan Informatika

2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR




